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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

. a.

5

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);




10.

11.

12.

13.

14,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178);




16.

17.

18.

19.

20,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor
4);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir
Tahun 2021 Nomor 2J;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasall

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan

Keuangan memuat :

a. laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

b. neraca;




¢. laporan Arus Kas;

d. laporan Operasional;

e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.635.357.044.722,99
b. Belanja Rp 1.207.570.077.016,00
Surplus/Defisit Rp 427.786.967.706,99
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 7.374.303.936,17
- Pengeluaran Rp __ 200.545.348.542.00
SiLPA Rp 234.615.923.101,16
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :
(1} Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp 110.972.357.119,99 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan Setelah

Perubahan Rp 1.524.384.687.603,00
b. Realisasi Rp 1.635.357.044.722,99
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 110.972.357.119,99

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
(Rp 123.305.552.003,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja Setelah
Perubahan Rp 1.330.875.629.019,00
b. Realisasi Rp 1.207.570.077.016,00

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp  123.305.552.003,00)




(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp 234.277.909.122,99 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Surplus/Defisit

Setelah Perubahan Rp 193.509.058.584,00
b. Realisasi (Rp 427.786.967.706,99)
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 234.277.909.122,99

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah (Rp 116.637.479,83) dengan rincian sebagal berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 7.490.941.416,00
b. Realisasi Rp 7.374.303.936,17
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 116.637.479,83)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Sejumiah (Rp 454.651.458,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 201.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 200.545.348.542.00
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 454.651.458,00)

(6) Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan
Realisasi Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp 234.615.923.101,16 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)

Setelah Perubahan Rp 0,00
b. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp 234.615.923.101,16
Selisih Lebih/{Kurang) Rp 234.615.923.101,16
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Jumilah Aset Rp 3.106.818.940.532,49
b. Jumlah Kewajiban Rp 46.593.369.080,36
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 3.060.225.571.452,13




Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal

Per 1 Januari Tahun 2021 Rp 8.184.640.416,17

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 852.841.032.091,99
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aset Non Keuangan (Rp 425.054.064.385,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 200.545.348.542,00)

. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran (Rp 614.264.774,00)
f. Saldo Kas Akhir
per 31 Desember Tahun 2021 Rp 234.811.994.807,16

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :
a. PENDAPATAN ~ LO

- Pendapatan Asli Daerah — LO Rp 66.059.877.629,91

- Pendapatan Transfer - LO Rp 974.188.548.955,34

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO Rp 38.908.980.234,00

Jumlah Pendapatan — LO Rp1.079.157.406.819,25
b. BEBAN - LO

- Jumlah Beban Operasi - LO Rp 794.815.117.704,87

Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 284.342.289.114,39

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih {LP-SAL) sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 terdiri atas :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 7.490.941.416,17
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 7.374.303.936,17
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) Rp 234.615.923.101,16
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya (Rp 116.637.480,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 234.615.923.101,16




Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2021 terdiri atas :

- Ekuitas Awal

Rp 2.426.296.502.557,74

- Surplus/Defisit - LO Rp 281.940.699.166,39
- Dampak kumulatif perubahan

Kebijakan mendasar
- Ekuitas Akhir

Rp 351.988.369.728,00
Rp 3.060.225.571.452,13

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri

dari :
a. Lampiranl
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran VI
Lampiran Vil

Lampiran 1.4
b. Lampiran II
¢. Lampiran 11
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f.
g.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan,;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas,

Catatan Atas Laporan Keuangan;
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Lampiran VII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :

Lampiran XIX

Lampiran XX.1:

Lampiran XX.2 :

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal {Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Ringkasan Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) berupa Laporan kinerja yang tercantum dalam Lampiran

VII peraturan daerah ini;




Pasal 12

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 22 - 8- 2022
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
DTO
HERI AMALINDO
Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 2 -8- 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN :







